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ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN DAN AKIBAT HUKUM DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN TANAH
TANPA IZIN PADA RUMAH KI10S DI MEDAN BARAT KOTA MEDAN

(Kajian Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

Oleh:

FANI ARMAINI
198400166

Tanah dan bangunan merupakan benda-benda yang memegang peranan penting,
tanah dan bangunan merupakan kebutuhan manusia yang mempengaruhi
keberadaan tiap-tiap individu karena setiap manusia membutuhkan tempat untuk
menetap. Manusia selalu ingin memperoleh dan menguasai tanah yang mungkin
bukan kepemilkannya. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum merupakan salah
satu perbuatan yang apabila merugikan orang lain maka di wajibkan mereka
mengganti kerugian. Tanggung jawab yang harus dilakukan untuk mengganti
kerugian berupa uang ataupun pengembalian seperti sebelumnya. Rumusan
Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam
perbuatan melawan hukum atas pemakain tanah tanpa izin dalam pembangunan
rumah kios Medan Barat Kota Medan berdasarkan Putusan Nomor
460/Pdt.G/2021/PN.Mdn? Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum di tinjau dari
KUHPerdata? Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas
pemakaian tanah tanpa izin dalam pembangunan rumah kios di Medan Barat Kota
Medan berdasarkan Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn? Metode yang
digunakan dengan pendekatan bahan — bahan kepustakaan. Hasil Penelitian ini
menunjukan bahwa Yusrina terbukti melakukan perbuatana melawan hukum
terhadap bangunan kios di atas tanah milik Roslina tanpa izin dengan kerugian
baik secara materil dan immateril sehingga perbuataan tersebut secara sah dan
meyakinkan hakim untuk menghukum yusrina dengan menyerahkan kembali
tanah dalam keadaan kosong, membayar uang paksa untuk setiap keterlambatan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum , Ganti Rugi, Akibat Hukum
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ABSTRACT

THE LEGAL LIABILITY AND CONSEQUENCES FOR UNLAWFUL ACT
FOR USING LAND WITHOUT PERMISSION IN A KIOSK HOUSE IN
MEDAN BARAT MEDAN CITY

(Study of Decision Number 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn)

BY:
FANI ARMAINI
198400166

Land and buildings are objects that play a significant role. They are human needs
that affect the existence of every individual because every human being needs a
place to settle. People always want to acquire and control land that may not
belong to them. In this case, an unlawful act is an act that, if it harms another
person, they are obliged to compensate for the loss. Responsibility must be
carried out to compensate for losses in money or returns. The formulations of the
problems discussed were: What legal liability for unlawful acts for using land
without permission in the kiosk house construction in Medan Barat Medan City
based on Decision Number 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn; How Unlawful Acts
reviewed from the Civil Code,; and What legal consequences of the unlawful act of
using land without permission in the construction of a kiosk house in Medan
Barat, Medan City based on Decision Number 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn. The
method used was a library materials approach. The results of this research
showed that Yusrina was proven to have committed an unlawful act by building a
kiosk on Roslina's land without permission with both material and immaterial
losses, so that the act was legal and convinced the judge to punish Yusrina by
returning the land in an empty condition, paying forced money for any delays.

Keywords: Unlawful Acts, Compensation, Legal Consequences
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara
langsung maupun tidak langsung sangat memerlukan tanah. Tak terkecuali pada
saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya.
Tanah bagi kehidupan manusia sangat strategis karena berdimensi sangat luas
yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, produksi dan dimensi
pertahanan dan keamanan. Sebagai Negara yang berlatar belakang agraris, tanah
merupakan sesuatu yang bernilai sangat penting di dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Tanah berfungsi sebagai tempat dimana warga masyarakat bertempat
tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.! Selain itu, tanah
merupakan harta yang bersifat permanen, karena dicanangkan bagi kehidupan
yang akan datang dan tidak dapat diperbaharui.

Oleh sebab itu orang selalu ingin untuk memperoleh dan menguasai tanah,
namun pada sisi lain masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanah secara
maksimal karena sering juga terlihat tanah ini itu ditelantarkan, padahal aturan
perundang-undangan melarang tanah untuk ditelantarkan. Tanah dan bangunan
merupakan benda-benda yang memegang peranan penting dalam kehidupan
manusia, tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia
yang mempengaruhi eksistensi tiap-tiap individu karena setiap manusia

membutuhkan tempat untuk menetap. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

! Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantarkan dan Penertibannya”, Jurnal
Mercatoria, Vol. 10 No 1, (Juni, 2017), Him.3
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disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukiman bumi atau lapisan bumi

yang di atas sekali.

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Pokok Agraria

(yang selanjutnya disebut UUPA) dinyatakan sebagai berikut.

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum.”?

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal di atas ialah
permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat
dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul
di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan
atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.
Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan
dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan
tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.

Dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas
accessie atau asas "perlekatan". Makna asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-
bangunan dan benda-benda/ tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu
kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.
Dengan demikian, yang termasuk pengertian hak atas tanah meliputi juga
pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali
kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain.’> Sebelum Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam masyarakat adat telah terdapat

? Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 3
* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005), Him. 17
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penguasaan dan pemilikan tanah yang diatursesuai dengan ketentuan hukum adat
yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Ketentuan yang menngatur mengenai

penguasaan atas tanah yang terdapat dalam masyarakat bercirikan "tidak tertulis".

Setelah Belanda menjajah bangsa Indonesia, Belanda mendatangkan
peraturan hukum pertanahan yang berlaku di negaranya ke Indonesia, yang
kemudian diberlakukan terhadap masyarakat di Indonesia. Dengan demikian,
keberadaan hukum agraria yang dibawa dari Belanda menggeser kedudukan dari
hukum agraria yang telah diakui dan ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Oleh
karena itu, dengan hadirnya pemerintahan Belanda, dengan sendirinya tanah-tanah
yang terdapat di Indonesia diatur oleh dua peraturan, yaitu peraturan adat tentang
tanah yang tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk pada hukum
Belanda, misalnya hak opstal, hak erpacht, dan hak eigendom. Dengan adanya
kedua peraturan mengenai pertanahan tersebut, lahirlah "dualisme" dalam
pengaturan hukum pertanahan di Indonesia. Selain kedua peraturan mengenai
hukum tanah yang berada di Indonesia di atas, pemerintah Belanda menciptakan
pula hukum tanah seperti agrarisch eigendom. Di samping itu, Pemerintah
Swapraja menciptakan pula hukum atas tanah yang berlaku di daerahnya, seperti
grant Sultan.

Dengan adanya tiga peraturan mengenai hak-hak atas tanah tersebut,
timbulah "pluralistik” hak atas tanah yang terdapat di Indonesia. Dengan adanya
hak-hak tanah adat, hak atas tanah ciptaan Pemerintah Swapraja, hak atas tanah
ciptaan Pemerintah Belanda, bisa kita sebut tanah hak Indonesia, yang cakupan

pengertiannya lebih luas dari tanah-tanah hak adat.* Hak - hak perorangan dan

* Ibid, Hlm. 48
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kebijakan hak atas tanah terdapat adanya hak primer atas tanah. Pengertian hak-
hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai
secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan
dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam UUPA
terdapat beberapa hak atas tanah primer, yaitu:

a. Hak Milik Atas Tanah

Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah
Hak Milik. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan
terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, seperti Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hal ini sesuai ketentuan

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

"Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 hak
milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain."

Menurut A.P. Parlindungan, kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk
membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan
hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah
yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang "ter" (paling kuat dan penuh).
Begitu pentingnya hak milik, pemerintah memberikan perhatian yang sangat

serius terhadap persoalan hak milik atas tanah tersebut.’

Hal ini dapat terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
Namun demikian, pada tahun 1993 pemerintah mengganti Permendagri Nomor 6

Tahun 1972 tersebut dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

> Urip Santoso, Hukum Agraria, Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 9
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Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Dalam Pasal 3
Permenagraria Nomor 3 Tahun 1993 dinyatakan bahwa:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota madya memberi keputusan mengenai:
1. pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2
ha (dua hektar)
2. pemberian hak milik atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih dari
2.000 m? (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak
Guna Usaha
3. pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program:
a. transmigrasi;
b. redistribusi tanah;
c. konsolidasi tanah;
d. pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan

pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik.

Pemberian hak milik atas tanah, bukan saja diberikan kepada perseorangan, tetapi
juga dapat diberikan kepada badan-badan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam memberikan landasan hukum yang terkuat kepada
badan-badan hukum untuk mendapat hak milik atas tanah, Pemerintah
mengeluarkan PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan- Badan

Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara dapat diberikan

kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing,
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sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum
privat maupun badan hukum publik.
Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak

atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Wewenang umum.
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air
dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4
ayat (2) UUPA).

b. Wewenang Khusus.
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai
wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas
tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk
kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak
Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan
memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah
Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan

perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.6

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang

dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:

® Soedikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunika Universitas
Terbuka, 1988), Him. 45
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a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada
selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang
yang baru.

b. Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk
Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.

c. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak
atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetap kan dengan
undang-undang. Hak atas tanah ini jenisnya belum ada.

d. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya
sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan
mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertenta

ngan dengan jiwa UUPA.

Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha
Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa
Tanah Pertanian.” Selepas mengenai hukum Agraria dan hak- hak atas tanah yang
sah dalam peraturan Undang- Undang Pokok Agraria untuk suatu bangunan sudah
di jelaskan dan dijabarkan di atas. Kios merupakan kata lain dari Kiosque dalam
bahasa Belanda. Tempat usaha yang satu ini identik dengan warung berukuran
kecil dan sederhana. Memiliki perbedaan ruko dan rukan yang cukup mendasar.
Pertama kios tidak bisa dijadikan sebagai rumah tinggal. Kemudian usaha ini

jarang ada yang memiliki bentuk tempat usaha permanen. Kios bisa juga dibuat

7 Lihat ketentuan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok
Agraria Pasal 16 Berbunyi: “Terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik;
hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; dan hak
memungut hasil hutan”.
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memanfaatkan lahan atau ruang kosong pada rumah. Secara ekonomi, membuka
usaha kios cukup menjanjikan untuk menghasilkan profit. Mengingat Indonesia

memiliki tingkat konsumen yang besar.

Terutama bila usaha tersebut berada di lokasi yang strategis seperti pasar,
stasiun, taman kota, pemukiman. Terlebih jika kios tersebut buka nonstop, kios
tetap harus memiliki segmentasi dan kosep jual. Untuk ukurannya sendiri kios
tidak mempunyai hitungan spesifik, dalam membangun kios terdapat peraturan
perizinan mendirikan bangunan  secara umum  diatur  dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan
selanjutnya disebut sebagai (IMB) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 wacana Bangunan Gedung selanjutnya disebut (UUBG), rumah
tinggal tunggal, tempat tinggal tinggal deret, tempat tinggal susun, dan tempat
tinggal sementara buat hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung. Pada

pasal 7 ayat (1) dan (2) UUBG menyebutkan sebagai:

“Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sinkron dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat (1)
UUBG). Persyaratan administratif bangunan gedung mencakup persyaratan status
hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan
bangunan (Pasal 7 ayat (2) UUBG).”8

Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan selesainya

rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh pemda pada bentuk izin

® Lihat ketentuan dalam Kitab Undang- Undang nomor 28 Tahun 2002 Bangunan
Gedung, Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUBG Berbunyi:
“Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sinkron dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat (1) UUBG). Persyaratan administratif
bangunan gedung mencakup persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat (2) UUBG) ”.
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mendirikan bangunan Pasal 35 ayat (4) UUBG. mempunyai IMB adalah

kewajiban berasal pemilik bangunan gedung Pasal 40 ayat (2) berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung
mempunyai kewajiban: a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya; b. memiliki izin
mendirikan bangunan (IMB); c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung
sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas
waktu berlakunya izin mendirikan bangunan; d. meminta pengesahan dari
Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi
pada tahap pelaksanaan bangunan.”

Semua hal yang berkaitan dengan aktifitas membangun,
membongkar, memperbaharui, mengganti sebagian atau seluruh dan seluas
bangunan.'” Menurut Adrian Sutedi,  perizinan  adalah  upaya mengatur
kegiatan-kegiatan ~ yang  memiliki peluang menimbulkan gangguan pada
kepentingan umum. Mekanisme perizinan, yaitu melalui penerapan
prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan
suatu pemanfaatan ruang dan lahan. Perizinan juga merupakan suatu bentuk
pelaksanaan fungsi pengaturan dan Dbersifat pengendalian yang dimiliki
pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan
yang dilakukan oleh masyarakat. Izin adalah suatu hal yang penting dimiliki
oleh setiap orang agar rumah dan bangunan tersebut diakui dan dilindungi

secara sah. Perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang

° Lihat ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Izin
Mendirikan Bangunan, Pasal 40 ayat (2) Berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban:
a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sesuai dengan fungsinya, b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB); c. melaksanakan
pembangunan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan
dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan;, d. meminta pengesahan dari
Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan”.

' Nursina Afriyana, Rts. Fanny Inayah, Eko Nuriyatman, “ Pengaturan Pembangunan
Rumah dan Toko atau RukoDiKota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan”, Jurnal
Mendopo, Vol. 2 No 1, (Februari 2021), Hlm. 6
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merupakan salah satu instrument hukum administrasi pemerintah yang
sangat penting dalam mewujudkan penataan ruang kota agar berjalan
sesuai dengan RTRW. Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 Tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa:

“Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

Adapun kesalahan dalam perizinan mendirikan suatu bangunan oleh karenanya
dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab. Perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan hal
baru, melainkan sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Perbuatan melawan
hukum dikenal dalam bahasa belanda “onrechtmatige daad” yang tercantum
dalam pasal 1365 BW Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, menggantikan kerugian tersebut.”"'

Maka hukum pengertian onrechtmatige adalah “melawan hukum” dan sedangkan
onrechtmatige daad adalah “perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa

hak”.
Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”'?

" Lihat ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian
tersebut”.
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Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang
diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau
karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada

tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum
Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-

unsur sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali
oleh perbuatan si pelakunya.

b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar
hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum
dari pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.

c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

1. Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu
manusia normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat
dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat
atau tidak berbuat.

2. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah berdasarkan keahlian
yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Istilah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebelum tahun

1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang

bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap

12 1 ihat ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1366 Berbunyi:
“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-
perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.
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perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul
karena UndangUndang."® Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai
suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau
mengatur prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu
kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi
terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Pada ilmu hukum dikenal 3
(tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan

maupun kelalaian).

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang
perbuatan melawan hukum lainnya, maka adapun tanggung jawab hukum di

Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian),
seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia.

2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian
seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas
seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia.

13 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Him. 170
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Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan

hukum adalah sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari
kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan
hak untuk meminta ganti rugi.

2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya
kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum.

3. perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan
biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.

4. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum,
kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan
dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu
ganti rugi.

5. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian
dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau
wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap
kewajiban equity lainnya.

6. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak
atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak
orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan
kontraktual

7. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan
dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan

karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
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8. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak.'*

Adapun persoalan dalam putusan ini yaitu roslina selaku penggugat melawan
yusrina selaku tergugat. Rosina pemilik yang sah atas tanah seluas 30 meter
persegi yang terletak di Jalan Pertempuran Medan Barat Kota Medan. Pada bulan
Februari 2012 Roslina mengetahui bahwa tergugat telah menguasai tanah dengan
mendirikan kios dan menyewakan tanpa seizinya.

Mengetahui hal tersebut, Suami Roslina menjumpai tergugat dengan itikad
untuk menanyakan apa dasar tergugat menguasai tanahnya, namun tergugat tidak
dapat menjelaskannya dan tidak ada itikad baik atas perbuatannya itu. Akibat
perbuatan tergugat roslina akhirnya membuat laporan ke kepolisian dan tergugat
di adili di Pengadilan Negeri Medan. Tergugat pun terbukti bersalah dan di
penjara selama 5 bulan. Walaupun sudah menjalani hukuman tergugat tidak ada
itikad baik untuk mengembalikan tanah tersebut. Hal ini membuat Roslina
kembali menggugat Tergugat yang dimana dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan Yusrina yaitu:

1. Membangun Rumah Kios di tanah yang bukan miliknya dan
Menyewakannya.

2. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 yang sah atas nama Roslina
tertanggal 5 Februari 2014 telah dikuasai oleh Yusrina pada Februari
2012.

3. Yusrina juga tidak mempunyai itikad baik kepada Roslina.

Y Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

14 Document Accepted 8/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24



Fani Armaini - Pertanggungjawaban dan Akibat Hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum...

Berdasarkan latar belakang diatas telah diduga Yusrina terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan tanah milik Roslina. Dalam hal
tersebut Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan penggugat sebagian
yaitu:

1. Menyatakan sah demi hukum bahwa penggugat pemilik tanah seluas 30
meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama
Roslina tanggal 5 Februari 2014.

2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah Penggugat dalam
keadaan kosong.

3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000
(seratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai untuk menjalankan

putusan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yusrina yang membangun

bangunan rumah kios di atas tanah yang sudah dimiliki oleh Roslina.

Sehingga dengan demikian ketertarikan penulis muncul untuk membahas lebih
dalam dengan judul “ Pertanggung Jawaban Dan Akibat Hukum Dalam Perbuatan
Melawan Hukum Atas Penggunaan Tanah Tanpa Izin Pada Rumah Kios Di

Medan Barat Kota Medan (Kajian Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/Pn.Mdn)”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini, adapun rumusan masalah ini
yang berkaitan dengan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam perbuatan melawan
hukum atas pemakain tanah tanpa izin dalam pembangunan rumah kios di
medan  barat kota  medan  berdasarkan  putusan = nomor
460/Pdt.G/2021/PN.Mdn

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas
pemakaian tan ah tanpa izin dalam pembangunan rumah kios berdasarkan
putusan nomor 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian tersebut

untuk mengetahui dan menganalisa sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum  dalam perbuatan
melawan hukum atas pemakain tanah tanpa izin dalam pembangunan
rumah kios

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum atas
pemakaian tanah tanpa izin dalam pembangunan rumah kios.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan
ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum
dalam kaitannya dengan atas sebidang tanah.

2. Secara Praktis sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama
masyarakat agar mengetahui pengaturan perbuatan melawan hukum dalam
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kaitannya dengan hak atas sebidang tanash. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang
bermanfaat bagi bidang hukum serta dengan pada khususnya masyarakat.
1.5 Hipotesis
Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian sampai terbukti melalui hasil penelitian. Hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan tanggung jawab hukum maka harus siap dengan segala
risiko yang telah diperbuat. Pihak- pihak yang melakukan perbuatan
melawan hukum dimana perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak tersebut menggantikan
kerugian orang lain yang di sebabkan oleh dirinya dengan cara ganti rugi
maupun yang lainnya.

2. Di dalam perbuatan melawan hukum dengan membangun sebuah rumah
kios di tanah milik orang lain maka berakibatkan hukum bangunan
tersebut harus di rubuhkan ataupun dikosongkan. Oleh karena itu untuk
menghindari perbuatan melawan hukum itu sendiri para pihak harus sadar

atas tindakan yang mereka ambil sebelum melakukannya
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1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti
terhadap hasil- hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di lingkungan
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area,
dan penelusuran melalui media sosial yang berkaitan dengan judul penelitian
(Pertanggung Jawaban Dan Akibat Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Atas Penggunaan Tanah Tanpa Izin Pada Rumah Kios Di Medan Barat Kota
Medan Kajian Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn). Walaupun ada beberapa
penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan
tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya

penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Vivi Dwika Putri, (2022), Universitas Medan Area, “ Tinjauan Hukum
Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pendirian Apartemen Sky
View Setia Budi Medan (Studi Kasus Putusan Nomor
883/Pdt.G/2020/Pn.Mdn).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
Perbuatan Melawan Hukum dalam pendirian apartemen Sky View Setia
Budi Medan, dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Perbuatan
Melawan Hukum dalam pendirian apartemen Sky View Setia Budi Medan.

2. Leo Adi Putra Panjaitan, (2018), Universitas Medan Area, “ Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Sebidang Tanah Di
Villa Palem Kencana (Studi Kasus Nomor 87/Pdt.G/2013/PN-LP).”
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab

perbuatan melawan hukum dan Bagaimana aspek dan akibat Perbuatan
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Melawan Hukum diatur dalam sebidang tanah di villa palem kencana
putusan hakim.

3. Ervina Eka Putri, (2018), Universitas Lampung, “ Penegakan Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di
Wilayah Bandar Lampung.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan
terhadap tindak penyerobotan tanah, mengatur tentang kejahatan yang
berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, dan faktor penegak hukum

yang terkendala.

Berdasarkan ketiga judul diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang
di lakukan oleh peneliti. Pada penelitian yang peneliti ambil yang berjudul
Pertanggung Jawaban Dan Akibat Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Atas Penggunaan Tanah Tanpa Izin Pada Rumah Kios Di Medan Barat Kota
Medan (Kajian Putusan Nomor 460/Pdt.G/2021/Pn.Mdn). Peneliti bertujuan untuk
mengetahui pertanggung jawaban dan akibat hukum pada putusan nomor
460/Pdt.G/2021/Pn.Mdn. Adapun perbedaan yang dapat terlihat jelas pada ketiga
penelitian terdahulu di atas mempunyai putusan yang berbeda. Oleh karena itu
penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang baru dan keasliannya dapat di

pertanggung jawabkan.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam hukum Perdata terdapat dua pendapat yang
saling bertentangan, pertama pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan
melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif
seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-
undang. Pandangan ini maka perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang ini berarti bahwa perbuatan yang tidak
bertentangan dengan undang- undang akan tetapi bertentangan dengan moral atau
bertentangan dengan sesuatu yang dianggap tidak patut dalam pergaulan

masyarakat bukan perbuatan melawan hukum.*

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran
hak oleh seseorang. Recht dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak.
Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu
kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup
orang lain atas hak tersebut.'®

Menurut Meyer, seseorang dianggap menyalah gunakan hak apabila ia
melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga orang lain menderita

kerugian dan ada hubungan buruk antara kepentingan yang harus diselenggarakan

® Mesdiana Purba, Nelvitia Purba, Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) di
Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) di Dalam
Perspektif Hukum Perdata, Kultura Vol. 14 No. 1 (September 2013), Hlm. 7

'S Syukron Salam, Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, Nurani
Hukum. Vol. 1 No. 1 (Desember 2018) Him. 4
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dan kepentingan lain yang terdampak. Scholten menganggap penyalah gunaan hak
sebagai suatu perbuatan tanpa kepentingan yang wajar untuk dirinya sendiri
dengan tujuan khusus untuk merugikan orang lain. Seseorang yang melakukan
perbuatan atas dasar haknya sendiri tanpa melanggar hak orang lain pada dasarnya
tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum meski menimbulkan
kerugian bagi orang lain. Misalnya seseorang yang membangun apartment ditanah
miliknya sendiri tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
meski tetangganya merasa dirugikan karena kehilangan pemandangan yang indah.

Pasal 1365 BW sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan
hukum. Di dalam Pasal 1365 BW memuat ketentuan adalah : “ Setiap perbuatan
melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu
mengganti kerugian” Dari Pasal yang dikemukakan diatas bahwa untuk mencapai
suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan

hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur antara lain :

1. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali
oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa
dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara
aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak
berbuat sesuatu padahal 1a berkewajiban untuk membantunya,
kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga

kewajiban yang timbul dari kontrak).
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2. Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur
persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada jugga unsur “causa yang di
perbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

3. Perbuatan melawan hukum ,yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak
subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum
dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang
,dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan
Undang-undang.

Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara:

a. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia
yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan
ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.

b. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan
keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain
itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa
yang ia lakukan tidak wajib untuk membayar ganti rugi.

Untuk perbuatan melawan hukum didalam Hukum Perdata yang dilakukan
oleh organ badan hukum pertanggung jawabannya didasarkan pada Pasal 1364
BW. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan
hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat
dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1367 BW. Untuk perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan
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hukum, pertanggung jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367
BW."
1.2 Pengetahuan Umum tentang Pengertian Rumah Kios

Kios yang berasal dari bahasa Belanda; kiosk yang diambil dari bahasa
Prancis, kiosque konon dari bahasa Arab, adalah nama alternatif untuk sebuah
toko kecil atau warung kelontong. Kios dalah bangunan permanen di area pasar
yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari
lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.'
Kios memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kios dapat
menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang
dibendakan. Kios merupakan tempat penjualan barang kebutuhan sehari-hari
seperti sembako, bumbu dapur, sabun cuci dan sebagainya. Dalam sebuah kios
biasanya dijual buku, majalah, dan koran. Berbeda dengan toko, kios biasanya
mengkhususkan diri menjual jenis barang tertentu.'” Kios juga mempunyai
keunggulan. Pertama menjual produk dengan diecer sesuai kebutuhan konsumen.
Kedua, memudahkan kebutuhan sehari-hari karena dekat permukiman warga.
Ketiga, jadi lebih memasyarakat dengan kata lain anda telah berusaha membuat

diri anda lebih berbaur dengan masyarakat atau mengakrabkan diri

'7 Lihat ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Berbunyi:
“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian
yang timbul dari kesalahannya tersebut.

'8 Pan, “Pengertian Kios”, https://glosarium.org/arti-kios/ 2019/07/04/pengertian-kios /
(Dikutip, 16 April 2023, 23.42 WIB).

¥ Nana Amand, “ Istilah Warung dan Kios”,
https://www.kompasiana.com/amandconstantino8623/63ca09652d107e0alb22e6e2/istilah-
warung-dan-kios-plus-pengalaman-menarik-darinya /2023/20/01/ pengertian-kios / (Dikutip, 16
April 2023, 23.58 WIB).
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1.3 Perbedaan Rumah Toko dan Rumah Kios

Ruko (singkatan dari rumah toko) adalah sebutan bagi bangunan-bangunan
yang memiliki ciri khas bertingkat antara dua hingga lima lantai. Lantai ruko
bagian bawa digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor
sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya
berpenampilan sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang
mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu kompleks. Ruko banyak
ditemukan di kota-kota besar dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah.
Ruko dibangun berderet, tepat di pinggir jalan. Deretan ruko bisa terkonsentrasi
dalam satu kawasan yang membentuk blok, ataupun mengikuti ruas jalan. Karena
berderet dan terapit ruko lain, jenis bangunan ini hanya tampak pada bagian
depan.

Semakin strategis letak ruko maka harganya lebih tinggi, ruko sendiri
memiliki bangunan permanen dengan 2 hingga 5 lantai. Sedangkan Kios
merupakan kata lain dari Kiosque dalam bahasa Belanda tempat usaha yang satu
ini identik dengan warung berukuran kecil dan sederhana. kios tidak bisa
dijadikan sebagai rumah tinggal. Kemudian usaha ini jarang ada yang memiliki
bentuk tempat usaha permanen. Kios bisa juga dibuat memanfaatkan lahan atau
ruang kosong pada rumah. Secara ekonomi, membuka usaha kios cukup
menjanjikan untuk menghasilkan profit. Mengingat Indonesia memiliki tingkat

konsumen yang besar. Untuk mengoptimalkan usaha, kios tetap harus memiliki
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segmentasi dan kosep jual untuk ukurannya sendiri kios tidak mempunyai

hitungan spesifik.*

1.4 Tinjauan Umum tentang Hukum Tanah

1.4.1 Pengertian Tanah

Tanah dalam kamus besar bahasa indonesia adalah permukaan bumi atau
lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah dalam pasal 4 UUPA yaitu “
Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan demikian,
yang dimaksud tanah dalam pasal ini adalah permukaan bumi’' Makna
permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang

atau badan hukum.

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang
sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan
sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat
disusun dan dipelajari secar sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu

kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang

% Ahmad Sopian, “Sama-sama Buat Usaha, Ini Perbedaan Ruko, Rukan, Kios & Toko”,
https://jendela360.com/info/perbedaan-ruko-dan-rukan/ 2020/5/5/Perbedaan-kios dan ruko /
(Dikutip, 17 April 2023, 00.44 WIB)

2 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Him. 3
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tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus

berkaitan

dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan- ketentuan
Hukum Tanah yang tidak tertulis bersumber pada Hukum Adat tentang tanah dan
yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapnya. Oleh karena
itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah)
termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya
merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah
persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan

hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.
1.4.2 Hak- Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang
haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.
Perkataan “menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk
kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan
"mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk
kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian
perikanan, peternakan, dan perkebunan.” Pada pasal 16 ayat (1) menetapkan hak

atas tanah, yaitu :
a. Hak Milik
Hak milik disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu:

“Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6."

2 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah,(Jakarta: Kencana, 2015), Him. 24
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Turun- temurun, artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama
pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak milik
atas tanah dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi
syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat
bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu
tertentu dalam penguasaannya, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain,
dan tidak mudah hapus. Artinya, hak milik atas tanah memberi wewenang kepada
pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat
menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah
yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas
tanah yang lain.

Pasal 20 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa Hak Milik atas tanah dapat
dipunyai orang. Yang dimaksud dengan orang di sini adalah orang per orang atau
sekelompok orang warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk
oleh Pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan
ketentuan Pasal 6 UUPA, artinya dalam menggunakan hak milik atas tanah tidak
bersifat absolut melainkan berfungsi sosial, yaitu dalam menggunakan Hak Milik
atas tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, penggunaan
tanahnya harus disesuaikan dengan sifat, tujuan, dan keadaannya,
menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan tanah
harus dipelihara dengan baik agar terjaga kesuburannya dan dicegah
kerusakannya. Pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa Hak Milik dapat

beralih dan dialihkan kepada pihak lain. UUPA tidak memberikan pengertian
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beralih dan dialihkan. Bentuk peralihan Hak Milik atas tanah dibagi menjadi 2
(dua) jenis, yaitu:

1. Beralih, artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya risi
kepada pihak lain disebabkan oleh suatu peristiwa hukum. Dengan
meninggal dunianya pemilik tanah, maka Hak Milik atas tanah secara
yuridis berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi
syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah.

Berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain ini
terjadi melalui proses pewarisan.

2. Dialihkan, artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya
kepada pihak lain disebabkan oleh suatu perbuatan hukum. Yang
dimaksudkan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dimaksudkan
untuk memindahkan Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak
lain. Contoh perbuatan hukum, antara lain jual beli, tukar-menukar, hibah,
hibah wasiat, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), lelang.23

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, yaitu hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka
waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian,
perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
menambahkan guna perusahaan perkebunan. Dengan demikian, hak guna Usaha

digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Oleh

2 Urip Santoso, Hukum Perumahan, (Jakarta: Kencana, 2014), Him. 82-84.
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karena hak guna usaha ditetapkan untuk kepentingan usaha di bidang pertanian,
perikanan, peternakan, dan perkebunan, maka perlu diatur luas minimal dan

maksimal tanahnya.

Pasal 28 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa luas minimal tanah hak guna
usaha untuk perseorangan adalah lima hektar dan luas maksimalnya adalah 25
hektar. Luas minimal tanah hak guna usaha untuk badan hukum adalah 5 tahun
dan luas maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia yang dapat mempunyai (subjek hukum) Hak Guna Usaha

menurut Pasal 30 UUPA adalah:

1. Warga negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.**

c. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2)
UUPA, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang
bukan miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Berdasarkan pengertian
ini, pemegang hak guna bangunan berhak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu tertentu.
Pasal 37 UUPA menetapkan bahwa tanah hak guna bangunan dapat berasal dari

tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Pasal 21

4 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Op.cit, Him. 47-48.
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan asal tanah hak guna
bangunan, yaitu tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah
tanah hak negara, tanah pengelolaan, dan tanah hak milik. Pasal 36 ayat (1)
UUPA juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan
bahwa yang dapat mempunyai (subjek) Hak Guna Bangunan adalah warga negara
Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Pasal 36 ayat (2) UUPA juncto Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 menetapkan konsekuensi bagi pemegang hak guna bangunan yang
tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak guna bangunan, yaitu pemegang hak
guna bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak guna
bangunan, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat
sebagai subjek hak guna bangunan. Apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak
dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain, maka hak guna bangunan tersebut
hapus karena hukum. Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan cara terjadinya hak guna bangunan
berdasarkan asal tanahnya, yaitu:

1. Hak guna bangunan atas tanah negara.

Hak guna bangunan atas tanah negara terjadi dengan penetapan
pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI)

atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala
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Kantor Pertanahan Kabu paten/Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan
untuk memberikan hak atas tanah.
2. Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan.
Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dengan Penetapan
Pemerintah dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota. Terjadinya hak guna

bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atas usul dari pemegang hak pengelolaan.
3. Hak guna bangunan atas tanah hak milik.

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian hak
oleh pemilik tanah kan dengan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas hak

milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.
Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas hak milik wajib didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang
bersangkutan untuk dicatat dalam buku tanah.

d. Hak Pakai

Hak Pakai disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu hak untuk
menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perkataan "menggunakan dalam
hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk

kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "memungut hasil" dalam
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hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk

kepentingan pertanian, perikanan dan peternakan, dan perkebunan.
e. Hak Sewa Bangunan

Pengertian Hak Sewa Bangunan disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1)
UUPA, yaitu seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah,
apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan,
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak Sewa
Untuk Bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk
mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dengan
membayar sejumlah uang sebagai sewa dan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati oleh pemilik tanah dan penyewa tanah pemegang Hak Sewa Untuk
Bangunan.

Dalam Penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA dinyatakan bahwa:

“Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat
khusus, maka disebut tersendiri”.

Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan
ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai
sifat sementara (Pasal 16 jo. Pasal 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah
karena negara bukan pemilik tanah.” Dalam Hak Sewa Untuk Bangunan, pemilik
tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan
maksud agar penyewa dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut.
Bangunan itu menurut hukum menjadi milik penyewa, kecuali ada perjanjian lain.

Objek Hak Sewa Untuk Bangunan adalah tanah kosong yang berstatus Hak Milik,
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yang disewa oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan membayar
sejumlah uang sebagai sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak.
f. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan

Hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan

tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada April 2023 dengan mengambil

putusan ke Pengadilan Negeri Medan. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai

berikut:
No Kegiatan Bulan Keterangan
September Desember
2022 2022 Maret | April Juli
2023 2023 2023
112 1314 |12 |3 |4 |12{3]4 |12 |3 12|34

1 | Pengajuan Judul

2 | Penulisan dan
Bimbingan
Skripsi

3 | Seminar
Proposal

4 | Penulisan dan
Bimbingan
Skripsi

5 | Seminar Hasil

6 | Sidang Meja
Hijau
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3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan
Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota
Medan, Sumatera Utara. Dengan melakukan penelitian langsung kelapangan
dengan melakukan wawancara kepada hakim dan melakukan pengambilan

Putusan Nomor: 460/Pdt.G/2021/PN.Mdn.
3.2 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari,
mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. *° Istilah
metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut
kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang
dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. *° Riset atau penelitian merupakan
aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi
yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang
dihadapi, Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.”’ Jadi penelitian
itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.
Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan
data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah

ditentukan.”® Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian

** Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2003), Him. 1

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press, 2012), Him. 5

*" Karwni Kartono, dkk, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ull Press, t.t), HIm. 55

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), HIm. 126
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yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara

lain sebagai berikut :

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif
dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara
melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin.
Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis

normatif atau pendekatan perundang-undangan.

3.2.2 Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian Analisis Deskriptif
adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan
yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk
dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Melainkan penelitian
hukum yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait
dengan permasalahan dengan melakukan wawancara hakim dan pengambilan
putusan di  Pengadilan Negeri Medan dengan perkara ~ Nomor

460/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

3.2.3 Sumber data
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Dalam pengumpulan data penelitian terlebih dahulu dengan cara
mengumpulkan berbagai sumber dan pautan yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat
oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

2. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara
langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara),baik individu maupun
kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus

di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survei dan juga
metode observasi. Metode survei ialah metode yang pengumpulan data primer
yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara

untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan.

Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi.
Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan

pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan
melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para
sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal
hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang

perbuatan melawan hukum dan dasar-dasar gugatan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan
kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan
Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul

skripsi yaitu kasus tentang Putusan No.460/Pdt.G/2021/PN.Mdn.

3.2.5 Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif adalah penekanan pada
proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, menekankan
sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti
dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai,
menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.
Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang
menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan
sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan
rinci. Data Kualitatif yaitu berdasarkan data sekunder yaitu Putusan Nomor
460/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang berkaitan dengan judul untuk dianalisis yang
diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk
memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam
penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan

hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh
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dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara
kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.
Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif sehingga dapat
diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam gugatan
yang ditolak pada Pengadilan Negeri Medan. Dan diakhiri dengan penarikan
kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari

permasalahan yang dirumuskan.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau
bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas
suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Yusrina yang sudah melawan hukum, Roslina meminta pertanggung jawaban
karena mengalami kerugian, tidak hanya atas kerugian materil yang untuk
mengelola manfaat dari tanah tersebut, namun juga atas kerugian imateril atas
beban emosional, waktu, dan tenaga yang dikerahkan untuk menguasai kembali

tanah yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Yusrina.

2. Akibat hukum yang dikeluarkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 460/Pdt-
G/2021/PN.Mdn adalah Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menghukum
tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong. Menghukum

tergugat untuk membayar uang paksa dan membayar biaya perkara.

5.2 Saran
Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai

berikut:

1. Bagi masyarakat ataupun kepada seseorang dimana sebelum melakukan

perbuatan melawan hukum hendaklah sudah memikirkan tanggung jawab atas
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yang mereka lakukan, maka dari itu sebelum melakukannya terlebih dahulu
berpikir untuk kedepannya bagaimana agar tidak menjadi masalah di kemudian
hari. Dan sebagai orang yang sudah melanggar hukum maka harus mengikuti dan

bertanggung jawab sesuai dengan yang telah diputuskan.

2. Akibat hukum yang dikeluarkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 460/Pdt-
G/2021/PN.Mdn lebih baik dapat mengabulkan gugatan dari penggugat untuk

mengganti kerugian dari pihak penggugat.
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WAWANCARA MAJEL IS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN

JI. Pengadilan No. 8, Kota Medan

1. Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pada

Putusan Nomor 460/Pdt-G/2021/PN.Mdn?
Para pihak membawa bukti- bukti untuk di ajukan di pengadilan, baik bukti
kepemilikan seperti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, bukti tempat, dan bukti objek
yang di sengketakan, untuk menjadi pertimbangan saya sebagai hakim. Yang mana
apakah bukti itu sesuai dengan objek yang di sengketakan atau tidak. Dan apabila bukti
itu sesuai dengan objek yang di sengketakan dan terbukti bahwa tergugat melakukan
perbuatan melawan hukum dengan membangun kios di tanah yang bukan miliknya dan
di yakini oleh para hakim berdasarkan bukti- bukti dan keyakinan hakim maka hak- hak
yang di sengketakan oleh penggugat itu dapat diputuskan oleh hakim.

2. Mengapa Pada Gugugat Ini Dikabulkan Sebagian?

Karena gugutan dari penggugat yang kurangnya bukti ataupun tidak bisa membuktikan
atas dasar gugatannya, maka dari itu hakim menolak gugatan yang kurangnya bukti.
Dan atas dasar gugatan ini yang penggugat meminta untuk ganti rugi tetapi penggugat
tidak bisa membuktikan kerugiannya atas tindakan yang dilakukan tergugat maka dari
itu unsur ganti rugi di gugatan ini ditolak oleh hakim. Dan hanya dikabulkan yang
cukupnya bukti seperti benar bahwa penggugat pemilik atas tanah tersebut dan tergugat
harus mengosongkan tanah tersebut untuk dikembalikan kepada penggugat.

3. Dalam Putusan Hakim, Terkadang Masyarakat Menilai Ada Ketidak Adilan

Dalam Putusan Hukum Oleh Hakim, Dengan Begitu Bagaimana Sebagai Hakim
Menyikapinya?
Kalau ada yang merasa tidak adil atas putusan yang sudah hakim putuskan mereka bisa
melakukan upaya banding. Nah pada upaya banding juga ada upaya kasasi, dan ada
upaya PK. Dalam kasus perdata sebelumnya ada yang namanya mediasi, apabila
mediasi tercapai maka para pihak menghadap hakim dengan membawa kesepakatan
yang telah di tanda tangani pihak dan para pihak dapat meminta hasil kesepakatan
tersebut untuk di tuangkan ke dalam putusan perdamaia.

4. Apa Yang Menjadi Alasan Hakim Menjatuhkan Hukuman Tersebut Kepada

Tergugat?
Karena tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai
tanah milik Roslina dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama Roslina
Tertanggal 5 Februari 2014 dengan membangun 3 rumah kios dan 1 tempat cucian
piring. Maka dari itu atas gugatan dari penggugat dan bukti- bukti yang di berikan
penggugat maka hakim menjatuhkan putusan.
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